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Hanya Sisakan
Rp5 M Belanja Publik

PALU - Jangan terlalu
berharap pemerintahan baru akan
mengubah wajah Sulteng kearah
yang lebih ideal. Setidaknya, ini
bisa dilihat dari komposisi belanja
APBD Perubahan 2011.
Komposisi belanja rutin dan
belanja langsung, perbedaannya
ibarat langit dan dasar sumur.

Sulteng sepertinya belum
mengubah politik anggaran yang
selalu berpihak pada birokrasi.
Hal ini terlihat dari APBD
Perubahan 2011, yang pada Senin
22/8 mendatang, akan segera
disahkan. Sektor pendapatan
mencapai Rp220 miliar. Dari
jumlah tersebut Rp71 miliar
didistribusikan ke kabupaten/kota
(bagi hasil). Sisanya Rp) 79 miliar:
Namun dari angka tersebut hanya
RpS miliar yang dialokasikan
untuk belanja publik. Rp174
miliar temyata sudah terdistribusi
untuk biaya rutin pegawai.

Alokasi terbesar tersedot di
belanja Sekretariat kantor
gubernur.

Kalangan anggota Badan
Anggaran DPRD Sulteng,
menyebutkan, proporsi ini agak
tidak manusiawi. ’Dana-dana
tersebut dikumpul dari pajak dan
retribusi warga. Namun warga
justru tidak mendapatkan apa-apa
dari uang-uang itu. Sebagian besar
justru tersedot membiayai mesin
birokrasi,” teriak anggota Fraksi
Demokrat, Mustar Labolo.
Menurut Mustar, pihaknya
mendesak Banggar dan Tim
Anggaran Pemerintah daerah
(TAPD) untuk mengoreksi daftar
belanja yang tidak perlu. Salah
satunya adalah belanja pakaian
dinas pejabat yang jumlahnya
tidak  tanggung-tanggung
mencapai Rp3,7 miliar. Mungkin
serzgam dinas 1ga perli 13pi tidak
mendesak, setidaknya masih bisa
digunakan untuk beberapa bulan
kedepan, menunggu perhitungan
RAPBD 2011. “’Ini kita minta
ditunda. Kalau seragam dinas

dianggap penting, masih bisa
ditunda hingga tahun anggaran
2012,” ujar Mustar menyarankan.

Ia kemudian menyesalkan,
sikap pemerintah yang memotong
belanja dua rumah sakit, RS
Undata dan RS Madani.
Mestinya, ungkap anggota komisi
IV DPRD Sulteng, ini jika
pemerintah mau berempati

. kepada rakyat kecil maka usulan

anggaran untuk dua rumah sakit
ini harus diakomodir atau bahkan
ditambah. Dua rumah sakit milik
pemerintah ini, memang harus
merelakan usulan anggarannya
dipangkas oleh tim anggaran
pemerintah. RS  Undata
mengusulkan 1,5 miliar namun
hanya Rpl,3 miliar yang
diakomodir. Ini belum termasuk
kebutuhan obat Rp1,3 miliar dan
konsumsi pasien Rpl miliar.
Kemudian RS Madan Mamboro,
kebutuhan riil rumah sakit Rpl
miliar namun yang disetujui
hanya Rp184 juta. “’Ini bukan saja
tidak wajar tapi juga tidak
manusiawi,”” seru salah satu

anggota dewan.

Anggota Komisi IV, Ramli Isa
Kukuh dari Partai Hanura,
meminta Banggar dan TAPD
eksekutif, memenuhi usulan dua
rumah sakit tersebut.

Ramli mantan Direktur RS
Undata, yang paham betul
manajemen rumah sakit,
mengatakan, sangat berbahaya
jika kebutuhan untuk pengadaan
barang habis pakai seperti obat
dan konsumsi tidak disetujui.
“’Coba bayangkan, bagaimana
pasien yang hendak operasi lantas
tiba-tiba kehabisan oksigen hanya
karena kita di sini tidak
menyetujui usulan anggaran. Atau
ada pasien yang kurang asupan
gizi hanya karena anggaran tidak
cukup. Saya minta ini dipikirkan
matang-matang,” desaknya.

Mustar Labolo, mengaku
benypays mengubab komposisi
belanja pada APBD Perubahan
kali ini. Jika tidak bisa fiffy-fifty
paling tidak ada pengurangan
pada sector belanja rutin dialihkan
untuk belanja langsung. (yar)










